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A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh
hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang
berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh
berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan
damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam
masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat,
sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh
ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan

rasa keadilan.
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Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi
dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari
oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak
rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang
memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum
Tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegemoni/terbelenggu.
Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan
penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Akibatnya, pembahasan sisi
teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dianggap
sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum
Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum membahas asas- asas, prinsip-prinsip yang
berlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata negara yang
berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum
Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di
masing-masing negara yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif.

Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi Hukum
Tata Negara. Lahirnya para ahli Hukum Tata Negara juga turut membantu perkembangan
tersebut. Melalui amandemen pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada
struktur / unsur kenegaraan. Terlahirnya lembaga-lembaga negara baru itu tak lain bermaksud

mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.



Berkaitan dengan hukum tata negara, masyarakat sendiri tidak banyak yang faham apa
yang dimaksud dengan hukum tata negara. Maka dari itu, makalah ini ditulis untuk memberikan

pemahaman agar mengetahui apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang saya angkat dalam pembahasan kali ini diantaranya : 1)Apa saja
istilah-istilah dalam Hukum Tata Negara,jelaskan? 2)Pendapat ahli hukum mengenai definisi

Hukum Tata Negara?.

B. Pembahasan

1.Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan
suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan
dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :
Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin
(dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah
Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum
Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata
Pemerintah.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah
tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih

menonjol.



Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan
“Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata
Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.

Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara

dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi negara.

2.Pendapat ahli Hukum mengenai definisi Hukum Tata Negara

Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tata negara menurut para ahli, terdiri atas:

1..Menurut Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat
hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing
itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan
fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta

menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

2.Menurut Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.
Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-

organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.



3.Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang
diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan

dengan individu yang lain.

4.Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata
negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas,

yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

5.Menurut Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara,
tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook
of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of

distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.

6.Menurut Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur

organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.

7.Menurut Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat

dalam UUD.

8.Menurut Utrecht



Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat

Negara.

9.Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal),
dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang
atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya
mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan
akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari
masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang,

tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

10.Menurut J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban

alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga.

11.Menurut J. Apeldorn

Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam

persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

12.Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang
diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain,

serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu didalam suatu Negara



13.Menurut Van Vollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan
masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu
menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya
masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan

wewenang dari badan-badan tersebut.

14.Menurut Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.menurut
Prof.Logemann adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya

mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

15.Menurut Mac lver

Menurut Mac lver bahwa Negara itu sebagai suatu political orgaization,harus di bedakan
dari “masyarakat”.Negara itu suatu Organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi
negara itu bukan bentuk dari masyarakat.Negara itu organisasi dalam masyarakat,

yaitu organisatie-kapstok.

16.Menurut Kusumadi Pudjosewojo, S.H.

Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa:”Hukum
Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal),dan bentuk

pemerintahan (kerajaan atau revublik), yang menunjukan masyarakat-masyarakat hukum yang



atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya
menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukumitu dan akhirnya akhirnya

menunjukan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

17.Menurut Vollenhoven

Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum
bawahan serta hubungannya menurut hierarkhi serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari
masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya ,semua itu menunjukkan

negara dalam keadaan statis.

18.Menurut Wade dan Phillips

Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936 .
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan

hubungan antara alat pelengkap negara itu.

19.Menurut A.V. Dicey
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Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “dicey
mengatakan “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly
affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “.Hukum Tata Negara

adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian kekuasaan

dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

20.Menurut Van der pot

Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di

perlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan



hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara

yang bersifat dinamis.

21.Menurut Scholten

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kesimpulan: Bahwa
dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu,

hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

22 .Menurut Austin

Mengatakan bahwa Constitutional Law menentukan orang-orang tertentu atau golongan-
golongan tertentu dari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewatertentu (Souvereign

power) dalam negara.

23.Menurut Apeldorn

Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan
batas-batas kekuasaannya.hukum tata negara di istilahkan hukum negara dalam arti sempit
adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum

administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.

24.Menurut Logemann

Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia”

, Logemann mengatakan : Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara

o Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi



e Fungsi adalah pengertin yang bersifat sosiologis. Karena negar merupakan organisasi
yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain.Secara Yuridis,

Maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

25.Menurut Maurice du verger

Hukum hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur
organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga — Organisasi dan fungsi politik lembaga

negara.

26.Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara(kesatuan atau
federal),dan bentuk pemerintahan(kerajaan/republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik
atasan maupun bawahan beserta tingkatannya(hierarchie) yang selanjutnya menegaskan wilayah
dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-
alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa)dari masyarakat hukum itu beserta
susunan(terdiri dari orang atau sejumlah orang),wewenang tingkatan imbang dari dan alat

perlengkapan negara itu.

27 .Menurut Vanvollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat
hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah

lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing



yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta menentukan susunan dan

wewenangnya dari badan-badan tersebut.

28.Menurut Vanderpot Hukum

Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan
serta wewenangnya masing-masing, Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya

dengan individu-individu.

29.Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets

Hukum Tata Negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata
(Inrichting Hindia Belanda), alat perlengkapan kekuasaan negara (Demet Overheadsgezag), tata,
wewenang (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding)

diantara alat-alat perlengkapan.

30.Menurut Prof. ANHOCIEZT

Hukum Tata Negara adalah peraturan —peraturan hukum yang dimana pejabat
pemerinatahan dan kekuasaannya yang memiliki wewenang, batasan-batasan tersendiri untuk
mengatur alat-alat perlengkapan Negara (yang mengatur segala aspek kehidupan individu-

individu yang terdiri sejumlah orang yang berada pada negara).

31.Menurut J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als
het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is

staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.



Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi
merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang
terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam
keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang

disebutnya ambtenorganisatie.

32.Menurut Prins

Hukum Tata Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari
Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara. Hukum Tata Pemerintahan
menitikberatkan kepada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan

hanya penting bagi para spesialis saja.

C. Penutup

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada
negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta
kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.
kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau
pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu.
Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur
kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta

mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga Negara.
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